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PENUTUP

A. Kesimpulan
Seluruh responden (50 responden/100%) yang telah mendaftarkan
Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 telah mendapatkan
sertipikat Hak Milik atas tanah. Dari seluruh responden tidak ada responden
yang belum menerima sertipikat Hak Milik atas tanah sehingga wujud
kepastian hukum telah terlaksana. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan
pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 di
Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh
responden (100%) telah menerima sertipikat Hak Milik atas tanah. Pada
pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA tahun 2010 di
Kabupaten Bantul sebanyak 3.450 bidang tanah telah terdaftar dan

diterbitkan sertipikat.

B. Saran-saran

1. Pemerintah
a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diharapkan lebih aktif
dalam melakukan penyuluhan tentang pentingnya Pendaftaran Tanah
dan kepemilikan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat, prosedur
dan syarat-syarat Pendaftaran Tanah. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul juga diharapkan lebih sering mengadakan program-

program pensertipikatan tanah sebab dengan adanya program
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sertipikasi tanah dari Pemerintah dapat membantu dan meringankan
masyarakat mensertipikatkan Hak Milik atas tanah mereka.

b. Pemerintah Desa Trirenggo dan Tamantirto diharapkan tidak
membebankan biaya pelaksanaan PRONA kepada masyarakat karena
Pendaftaran Tanah melalui PRONA merupakan program pemerintah
yang biaya pelaksanaannya dibebankan pada Anggaran Belanja
Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Yayasan
Dana Landreform.

2. Pemilik tanah di Kabupaten Bantul diharapkan semakin memahami
pentingnya Pendaftaran Tanah dan kepemilikan sertipikat tanah sehingga

dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah.
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